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ABSTRAK

Diterapkanny Undang-undang  Nomor 22 Tahun [GUY  tentang
Pemerintahan Daeral dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang
Persvaratan  Pembentukan  Dan Kriteria  Pemckaran, Penghapusan,  Dan
Penggabungan Daerah telah memberilan peluang bagi masyarakat i daerah
untule mengusulkan pembentukan daerah otonomi bary, sehagai pemekaran dari
propinsi dan/atau kabu paten/kota yang telah ada. Kabupaten Dharmasraya adalah
salah saty dari sekian banyak daerah otonomi baru yang pembentukannya
didasarkan kepada kedua peraturan perundang-undangan tersebut diatas, yang
dimekarkan dari kabupaten induknya yaitu Kabupalen Sawahiunte/Sijunjung.
Adapun  vang  menjadi  perumusan masalah  dalam  penulisan ini  adalah
Iybagaimanakah  hubungan eksekutif  dan  legislatil  daerah  Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung  dalam  proses pembentuklkan Kabupaten Dharmasraya
menurut Peraturan Pemerintal No 129 Tahun 2000 dan 2ysesuailkaly latar belakang
pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung vang mengakibatkan terbentuknya
kabupaten Dharmasraya dengan ketentuan perundang-undangan. Pendekatan
vang digunakan adalah pendekatan vuridis sosiologis, vaitu penelitian yang
menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma
hukum vang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakla hukum yang
terdapat dilapangan. Berdasarkan hasil penciitian dapat diketahoi bahwa )
Lubungan badan cksekutif dan legislatil’ dacrah Kabupaten Sawahlunte/Sijunjung
dalam  proses pembentukan  Kabupaten Dharmasraya  menurut  Peraturan
Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 adalah hubungan kemitraan. Hal ini
didasarkan kepada ketentuan Pasal 16 ayat 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemérintahan Daerah yang menyatakan bahwa ™ DPRD schagai
Radan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah
Ducrah 2latar belakang pemeckaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang
mengakibatkan  lerbentuknya  Kabupaten Dharmasrava  telah  sesual dengan
Letentuan perundang-undangan yang mengaturnya vaitu Undang-Undang Momor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Dacrah dan Peraturan Pemerintah Momor 129
Tahun 2000 tentang Persyaratan  Pembentukan Dan  Kriteria Pemekaran,
Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.




BaB 1
PENDAHULUAN
Ao Latar Belakang Masalah

Fejatuhan Soeharto setelah 32 tahun berada di pangsung utama
lekuasaan Indonesia menjadi momen melakokan perbaikan atas visi dan
prakiik penyelengearaan pemerintahan termasuk pola hubungan pasac dan
daerah yvang sentralisasi yang Sekian lama diterapkan. Proses desentralisasi
sejak tahun 1999 telah memfasilitasi transfer kewenangan dan kekuasasn
politik serta finansial vang lebih besar ke daerah lewat otonomi daerah yvane
digariskan  dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 999  fentang
Pemerintahan BDacrah. Bahkan sebenarnya mendorong pemekaran daerah-
daerah. Sarundajang menyebut fenomena itu sebagal arus balik kekuasaan
pusat ke dagrah.’

Fenomena desentralisasi saat inl telah mendorong dagrah berlomba-
lomba untuk melakukan pemekaran daerah. Salah satu dasar pertimbangan
pemekaran  daerah  tersebut adalah  menciptakan  kemandirian, Hal ini
dilakukan didasarkan kepada lujuan otonomi vaitu meningkatkan peiavanan
publik guna mempercepat teowujudnya kesejahteraan masyvarakat disamping

sebagal sarzna pendidikan politik di tingkat lokal,”

PRI Blakapansa, 2008, Tentagran Pomebaran Daeral, FusPad, Stemon, hlim 738
{_hullu‘ Simabuen, "Problematika Pemckaran Daceah Dalzm Semangad
ape u:Il..mp.i.L'm pada “Reminar Milennivm Angkatan Kelimg yang

dl*._lm-f.u akan nI-.l Confre Strategl qud Stedy fofernatforal (CSIS)7 pada tapggal 20-26
Movember 2005 di Tilotg, fawa Barat, hlm &




Fenomena ini telah melshirkan banyak sekali daerah otonom baru,

dimana jumlah propinsi vang semula befjumlah 26 sekarang telah menjadi 33

propinsi, begitn puls dengan kabupaten kota vang pada mulanyva berjumlah

256 sekarang tclah mencapai 350 lebih kabupaten kota.’ Berbagai alasan

dikemukakan sciring dengan semangat clonomi terschut, diantara adalah
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sebagal berikut” ¢
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Peningkatan pelayanan dan kualitas pelayvanan kepada masyarakat
Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi

Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah terutama
daerah-dacrah pinggiran

Percepatan pengelolaan potensi daerah

Peningkatan keamanan dan ketertiban

Memiasilitasi pertumbuhan kehidupan demolerasi di daerah

Memberikan kontibusi bagi persatuan dan kebangsaan mational huilding)

Dasar hukum dari pembenivkan Pemerintahan Dasrah adalah pasal 18
P : |

Undang-undang Dasar 1943, Pasal 18 UUD 1945 dalam Amandemen kedua

tersehut menyebutkan :

.

o

Bahwa ™ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Dacrah-dacrah
Provinsi, dan Daerah Provinsi dibagi atus Kabupaten dan Eota, vang tiap-
tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai Pemerintah Daerah. vang
diatur dengan UL

Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerinizhan menurul asas otenomi dan
tugas pembantuan.

Pemerintahan Dacrah Provinsi, Deerah Kabupaten, dan Kota memiliki
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah vang anggola-anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum,

Gubernur, Bupati, dan  Walikota masing-masing sebagai  kepala
Pemerintahan Dacrah Provinst, Kabupaten, dan Kota dipilih secara
demokratis.

Pemerintah Daeral menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh UU ditentukan sehagal urusan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas penthantuan,

Yot
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BAB IV
PENUTUP
A, Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan adalah :

I Bahwa  hubunpan  eksckutil  dan legisladt daerah Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjuna dalam proses pembentukan Kabupaten Dharmasray
mienurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 adalah hubungan
kemitraan, dimana legistatif daerah vang dalam hal ini adalah DPRD
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sesuai dengan ketentuan Pasal 16 avat (2)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenlung Pemerintahan Daerah yang
menyatakan bahwa 7 DPRID sebagai Badan Legislaiif Daerah herkedudukan
seiajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah”, pada tanggal 22 Juli 2002
menyampaikan  proposal  pemekaran  Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
leepada Bupati. Menanggapi proposal pemekaran tersebut, dan sesuai dengan
ketentuan Pasal 16 huruf b BP Nomor 129 Tahun 2000 yang menyalakan
“Pembentukan  Daerah  harus  didukung  oleh  penelitian awal  yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah”, muka Bupati selaku Pemenntah
Daerah membentuk Tim Pengkajian Dan Penelitian Persiapan Femekaran
Wilavah —Kabupaten  Sawahlunto/Sijunjung  melalui - Sk Nomor
188.45/514/KPTS-BPT-2002 tanggal | Agustus 2002 Setelah melalui
proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 5 Sepetember 2002 pemekaran
daeral Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung disetujui berdasarkan Persetujuan

DPRD No, 2VKPTS-DPRDA2002
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